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PUTUSAN
Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pagar Merbau, 23 September 1993,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kabupaten Deli Serdang sebagai

Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pagar Merbau, 06 Agustus 1990, agama
Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Kabupaten Deli Serdang sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat
dengan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2024, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan Nomor
xxXxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, tanggal 08 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut:
Tentang Permasalahannya :
1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
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Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli
Serdang, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor :
xxxx/04/11/2013, tertanggal 05 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah orang tua Penggugat selama 10 Tahun, yang beralamat
sebagaimana alamat Penggugat diatas dan sudah di karuniai 1 orang anak
yang bernama Aditya Ainnur Rachman, Laki-laki, Lahir pada tangal 15-07-
2013;
3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 keadaan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

» Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada

Penggugat, dikarenakan Tergugat memberikan nafkah dengan sesuka

hatinya saja, tanpa memikirkan apakah cukup atau tidaknya untuk

kebutuhan sehari-hari;

» Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

» Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka mengenai gaji maupun keuangan

rumah tangga yang ada;

= Tergugat merupakan orang yang suka bermain Judi Online;

» Tergugat telah mengucapkan kata talak kepada Penggugat;

= Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03
Maret 2023, disebabkan karena Penggugat ribut perihal keuangan rumah
tangga, dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,
sehingga berujung dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat
Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah

orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dikarenakan
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Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat
tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan
sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil
perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya
pemeliharaan Rp. 400.000 , biaya pendidikan Rp. 300.000 dan kesehatan
Rp. 300.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan
untuk anak sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Oleh karena itu,
Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk
anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan
dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima)
sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan
dan kesehatan;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan
penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000, maka jika terjadi perceraian
Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama
masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 dan mut’ah berupa uang sejumlah Rp
500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan
Agama Lubuk Pakam, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum
Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000;

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang
bernama Aditya Ainnur Rachman, Laki-laki, Lahir pada tangal 15-07-2013,
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi
anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan
(hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas
sejumlah Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) setiap bulan yang diberikan
melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak
tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan
10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan,
atas panggilan tersebut Penggugat in person dengan didampingi kuasanya
hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula
mengutus orang lain sebagai wakil/lkuasanya dan tidak pula mengajukan
eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tetap tidak
hadir;

Bahwa, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat
tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis
Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasihat dan saran kepada
Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat akan tetapi
tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan
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terhadap dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka tidak
dapat didengar keterangan maupun bantahannya, akan tetapi karena perkara a
quo mengenai perceraian kepada Penggugat tetap dibebankan untuk

membuktikan dalil-dalilnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;
A.Bukti surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/04/11/2013,
tertanggal 05 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat
Nikah KUA Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang, bukti
surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya
ternyata sesuai, dan diberi kode bukti (P.1), tanggal dan diparaf oleh
Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aditya Ainnur Rachman
Nomor1207-LT-xxxx-0044.tanggal 30 Mei 2014.yang dikeluarkan Pejabat
Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang bukti surat tersebut telah
bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan
diberi kode bukti (P.2), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
B. Bukti saksi

1. Nama Saksi |. Tempat tanggal lahir Pasar Miring 10 Agustus 1959, agama
Islam, Pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai
berikut;
-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ibu kandung Penggugat;
-Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013;
-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat/saksi;
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-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak pertengahan tahun 2021
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena
Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi uang belanja ;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
selain itu Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang masalah
rumah tangganya;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama;

-Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
Maret 2023 sampai sekarang ;

-Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

-Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang
kepada anak-anak Penggugat sehingga anak Penggugat nyaman dan
terawat dengan baik bersama Penggugat;

-Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak suka keluyuran
dan tidak suka berhura-hura;

2. Nama Saksi Il, tempat tanggal lahir di Dusun VII, agama Islam, Pendidikan
SMEA, pekerjaan memgurus rumah tangga, tempat tinggal Dusun IV PMI
Gang Persatuan Dusun 08 Kelurahan Pasar Merbau Kecamatan Pagar
Merbau Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan
sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah tetangga Penggugat;
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-Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami isteri;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2013;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah orang tua Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak
yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

-Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak pertengahan tahun 2021
rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena
Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi uang belanja ;

-Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
selain itu Penggugat sering mengadu kepada saksi tentang masalah
rumah tangganya;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama,;

-Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan
Maret 2023 sampai sekarang ;

-Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi;

-Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat
tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan penyayang
kepada anak-anak Penggugat sehingga anak Penggugat nyaman dan
terawat dengan baik bersama Penggugat;

-Bahwa Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak suka keluyuran
dan tidak suka berhura-hura;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan

dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada
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pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan dengan
mengabulkannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya
telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian
putusan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan
kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut
sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat
dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan
perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a berikut
Penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan
Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat
dengan cara menasehati Penggugat agar rukun damai Kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana maksud
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Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang
perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut
maupun secara relative, Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai
kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun
formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang No. 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang. No. 3 Tahun
2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat
diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat cerai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena

itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sebagai istri dari
Tergugat sebagaimana pengakuannya di persidangan, fakta mana sesuai pula
dengan bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, membuktikan Penggugat dengan
Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri. Oleh karenanya
harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta
Nikah. Dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing, mempunyai
kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam

perkara ini (sebagai persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat dan keterangannya
di persidangan, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam
perkara ini adalah Penggugat yang mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak
satu bai'in sugra dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan
Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana
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diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat
mempunyai alasan hukum harus dilihat dari dalil gugatannya sebagaimana
diuraikan di atas, demikian pula fakta-fakta yang terungkap di persidangan
sehingga apakah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang
dimaksudkan oleh ketentuan perundang-undangan serta peraturan yang
berlaku i.c. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal xxxx Kompilasai Hukum
Islam Tahun 1991;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis berpendapat
pada dasarnya dalil gugatan Penggugat tersebut dianggap telah dibenarkan
oleh Penggugat karena tidak disangkal. Meskipun demikian karena perkara a
quo mengenai perceraian yang menggunakan hukum acara khusus sesuai
ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demikian
pula karena Penggugat yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata,
Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya tersebut
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi

sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di
cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan
sesuai dengan relevansinya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, bukti
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tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,
dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktianya adalah bersifat
sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285
R.Bg. Bukti a quo membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri yang sah sebagaimana pula dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah
dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di
bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut dihubungkan
satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi
mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
atau pertengkaran yang berkelanjutan, para saksi mengetahuinya karena
pernah melihat ataupun mendengar peristiwa perselisihan dan pertengkaran
tersebut, juga diketahui dari keterangan dan pengakuan Penggugat, saksi juga
mengetahui dari sikap Penggugat dan Tergugat sendiri yang menunjukkan tidak
seperti layaknya suami istri yang masih harmonis, diam-diaman dan tidak

mempunyai komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut
patut diterima kebenarannya karena para saksi adalah keluarga atau
setidaknya orang yang dekat dengan Penggugat, keterangan para saksi
tersebut didasarkan kepada pengetahuannya, saksi mana pula telah disumpah
dalam memberikan keterangannya, saksi juga bukan orang yang terhalang
untuk memberikan kesaksian dalam perkara a quo. Dengan demikian
keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipercaya sehingga dapat
dijadikan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian atas dalil gugatan
Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2

(dua) orang dinilai pula telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi
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sehingga Penggugat tidak perlu menambah alat bukti lainnya, selain itu pula
para saksi yang dihadirkan adalah berasal dari keluarga atau setidaknya orang
yang dekat dengan Penggugat, oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena
tidak hadir di persidangan, akan tetapi ketidak hadiran mana patut dianggap
bahwa Tergugat tidak ingin membela haknya atau boleh jadi pula Tergugat telah

menyetujui perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dan mengambil alih
menjadi pendapat Majelis, sebagaimana pendapat ahli figih dalam Kitab

Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang berbunyi:

d 5>V el 569w pls greliall plIS> o L2SI> Wl ne5 e

Artinya: "Siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian
tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan, dinilai saling bersesuaian satu sama lain

sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah pada 2013;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya perselisihan yang
berkelanjutan;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat
dengan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugat dan akibatnya sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbangun lagi
komunikasi yang baik, bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah saling

tidak menghiraukan dan memperdulikan lagi;
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5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dirukunkan
atau setidaknya sudah pernah dinasihati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah disimpulkan di atas,
maka dalil gugatannya Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada alasan
perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
dan Pasal xxxx Kompilasi huruf (f) Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dalil hukum sebagaimana diuraikan di atas
setidaknya mempunyai unsur-unsur bahwa antara suami istri, terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari pengakuan Penggugat
sendiri demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang mengetahui bahwa
antara Penggugat dengan Tergugat, benar terjadi perselisihan dan
pertengkaran. Keterangan saksi tersebut dapat diketahui karena pernah melihat
ataupun mendengar atau setidaknya diketahui dari sikap dan keterangan serta
pengakuan Penggugat sendiri sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan
di atas;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat, terjadinya perselisihan dan
pertengkaran tersebut, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran
fisik (phsysical cruelty), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental
cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami
isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik
maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata telah
terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah
satu pihak. Kondisi yang demikian dapat dianggap telah terjadi broken
marriage;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan
tersebut di atas, terbukti bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tidak adanya lagi
kecocokan sebagaimana diuraikan di atas, dinilai terbukti secara sabh;
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Menimbang, bahwa adapun unsur tidak adanya harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat pula dibuktikan dengan fakta
hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan
setidaknya dinasihati oleh pihak keluarga demikian pula di persidangan,Majelis
Hakim sudah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat
setiap kali persidangan agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat,
akan tetapi ternyata tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur yang dikemukanan di atas, ternyata
telah terbukti secara sah, karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
yang sah, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan
serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam
membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan pada dasarnya tujuan
inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat sle pafo swlasll 5,5
Jlawll > (menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat)
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya
hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,
keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat
sehingga bila menimbulkan mafsadat yang sangat kompleks maka seharusnya
lebih diutamakan mendahulukannya daripada meraih mashlahat yang belum
tentu diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung dinilai lebih besar daripada
maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan dipandang
sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, demikian pula dalil Hadits
Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan, yang diambil alih

menjadi pendapat Majelis, menyatakan :
Anle A (3 (35 e g Al b i Yy e Y
Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, siapa yang
memudharatkan orang lain, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa
saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;
Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang disimpulkan di atas
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merupakan fakta yang dikonstatir dan didasarkan kepada beberapa
pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah
pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, karena bagaimana
mungkin untuk mempertahankan rumah tangga tersebut sementara Penggugat
sudah bertekad bulat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana pula
dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perka a quo, Majelis juga perlu mengemukan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret
1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu
tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai
alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas
Majelis berpendapat apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa rumah
tangganya sudah tidak rukun dan tidak dapat dipertahankan lagi, dinyatakan
terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal xxxx huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan
Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut
disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim
berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan
tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah
dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, yang dihubungkan
dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan
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Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang
dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.yang
menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim
berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c
Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan
Pengadilan adalah talak ba'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan
Penggugat agar Tergugat menjatuhkan terhadap Penggugat patut dikabulkan
tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat kepada Tergugat
tentang nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) selama masa
iddah, dalam hal ini Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena tidak
hadir di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf ¢ Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : “Pengadilan dapat
mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan
atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”;

Menimbang, bahwa ditegaskan pula dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Selama
berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau
Tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh
suami”, demikian pula ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam
menegaskan bahwa “bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas
suaminya kecuali ia nusyuz”, serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137
K/Ag/2007, mengandung kaidah hukum : “istri yang menggugat cerai suaminya
tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh
istri tetapi tidak terbukti istri telah berbuat nusyuz, maka suami dapat dihukum
untuk memberikan nafkah iddah kepada istrinya dengan alasan bekas istri
harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra yang juga
menyangkut kepentingannya suami”, hal ini juga sejalan dengan pendapat
ulama Hanafiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis
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yang mengatakan bahwa istri yang ditalak ba'in tetap mendapatkan hak nafkah
dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak rayj
berdasarkan zahir QS al-Thalag [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus
menghabiskan masa tunggunya (/ddah) di rumah suaminya. Demikian juga Istri
yang ditalak ba’in tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya
masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya
pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak
mendapatkan nafkahnya. Adapun mengenai nafkah dalam ayat tersebut yang
dikaitkan dengan kehamilan, hal itu dikarenakan Iddah hamil adalah Iddah yang
terlama sehingga perlu ditegaskan, sedangkan untuk masa Iddah yang pendek,
sudah tercakup di dalamnya;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan
nafkah Iddah sekalipun dalam keadaan talak Ba'in sughra, dengan jalan dia
memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan
peristiwva hukum (posita) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan
(petitum) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk
mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa
Iddah raj'i ataupun Ba’in sughra tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain
kecuali dia sudah selesai masa Iddahnya dengan suaminya tersebut, selain itu
juga talak Ba’in sughra yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk
kembali dengan suaminya meskipun dengan agad baru tanpa harus melakukan
mubhallil dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang

yang besar untuk nikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam
proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri
tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah
madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dari suami/bekas suaminya. Penetapan
hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan
rekonvensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim
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secara ex-officio, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 276
K/AG/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh
karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz, sedangkan Penggugat
telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama oleh karenanya beralasan menurut hukum,
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.
Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf ¢ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276
K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dan mut’ah dari

Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa gaji
atau penghasilan tetap Tergugat sebagai karyawan swasta dan mendapatkan
gaji atau penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta
rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dipandang sanggup
memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berdasarkan kepatutan yang

memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
tuntutan nafkah iddah a quo adalah beralasan menurut hukum serta sesuai
asas kepatutan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, sehingga Tergugat
harus dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah iddah selama

masa iddah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut agar
Tergugat memberikan mut’ah berupa uang, sejumlah Rp500.000 (lima ratus
ribu rupiah) Tergugat tidak memberikan jawaban apapun karena tidak hadir di
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persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya,
berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 41 huruf ¢ Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; serta kaidah hukum dalam
Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 137 K/Ag/2007 dan Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 276 K/Ag/2010, maka dalam proses perceraian, baik prosedur
cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap
mempunyai hak atas nafkah madhiyah, nafkah, maskan, kiswah selama dalam
iddah (nafkah idah) dan mut'ah. Penetapan hak-hak istri tersebut (in casu
kewajiban memberikan mut'ah) dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan
rekonvensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim
secara ex-officio, sebagaimana Peraturan dan Perundang-Undang serta

Yurisprudensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami
kepada bekas isteri yang sifatnya wajib, sesuai landasan hukum yang tersebut
dalam Al-Qur’an Surah al-Bagarah [2]: 241

oubiall wle > (g ,mall glio caillaallg

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh
suaminya) mut’ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-
orang yang bertakwa.” Hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam
kitab Bugyah halaman 214, yang diambil sebagai pertimbangan majelis :

Artinya : “Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq

bain atau raj'l wajib diberi mut'ah” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat serta keterangan
para saksi bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta dan
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mendapatkan gaji atau penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp
5.000.000 (lima juta rupiah), Majelis Hakim memandang Tergugat mempunyai
kemampuan secara finansial, dan Tergugat tidak bisa lepas dari tanggung
jawabnya sebagai seorang suami untuk memberikan mut'ah sebagai bentuk
penghargaan atau sebagai hadiah bagi seorang istri yang akan berpisah

dengan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan pula
tidak terbukti Penggugat berbuat nusyuz, maka tuntutan mut'ah dalam gugatan
a quo adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya menurut Majelis
Hakim sesuai asas kepatutan dan kelayakan, Tergugat sangat wajar membayar
Mut’'ah kepada Penggugat yang telah mengabdi sebagai isteri kepada suami,
berupa uang sebagaimana yang dituntut Penggugat sejumlah Rp500.000 (lima

ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada
perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun
2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar
Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA No 3
tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan
dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak
perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi
suami dalam cerai gugat seperti nafkah Iddah dan lainnya, maka amarnya
dapat dirumuskan dengan “ yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta
cerai.” sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan
pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum
Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah iddah dan mut’ah sebelum
Tergugat mengambil akte cerainya di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat agar Penggugat

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 1 (satu) orang
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anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya Ainnur Rachman, Laki-laki,
Lahir pada tangal 15-07-2013;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak
pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau
kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata
ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang
sah menurut hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap
telah menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas satu orang anak Penggugat
dan Tergugat yang bernama Aditya Ainnur Rachman, Laki-laki, Lahir pada
tangal 15-07-2013 sebagaimana bukti P.2, terbukti masih dibawah umur (belum

mumayyiz), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk
kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan
intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun
2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun
2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016

tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang
Nomorl Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa “baik ibu
atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
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Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut
belum mumayyiz dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak
ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai
cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat untuk ditetapkan sebagai
pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan Pasal
105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang hak
hadhonah patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat
yang bernama Aditya Ainnur Rachman, Laki-laki, Lahir pada tangal 15-07-2013
ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai
pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara
Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap
untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa
depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang
tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak
tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan
hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi,
akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu
dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat.
Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang
tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai
anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua

orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban
memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah
harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak
memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan
untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;
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Menimbang, bahwa disamping menuntut hak asuh, Penggugat juga
menuntut agar Tergugat membayar nafkah satu orang anak, sejumlah
Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan

kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban
antara ayah dan anak, dimana ayah bertanggungjawab atas semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut
dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide. Pasal 41 huruf (b) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas,
Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap satu orang anak
Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Tergugat tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan
saksi, terbukti Tergugat bekerja sebagai karyawan swasta Majelis berpendapat
Tergugat mempunyai penghasilan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat
menetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum anak
tersebut, sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan, Majelis Hakim
menetapkan bahwa jumlah nafkah untuk satu orang anak yang telah ditetapkan
hak asuhnya kepada Penggugat, ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp
1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa
yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring
dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang
ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap
tahunnya, sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka tuntutan untuk nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat
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dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah satu orang
anak yang bernama Aditya Ainnur Rachman, Laki-laki, Lahir pada tangal 15-07-
2013 minimal sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulan, di luar
biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut

dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) pertahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
azas lex spesialis derogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum

dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat)
terhadap Penggugat (Penggugat).
4, Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta
rupiah);
b. Mutah berupa uang sejumlah Rp. 500.000(lima ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap
anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aditya Ainnur Rachman,
Laki-laki, Lahir pada tangal 15-07-2013, dan Penggugat wajib
memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak

tersebut;
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6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat
dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat)
tersebut diatas sejumlah Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) setiap bulan
sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 %
persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung
sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini
sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang dilangsungkan pada hari Senin
tanggal 22 Januari 2024.Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445
Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.
Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. Dra. Hj. Misnah, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Ridwan Arifin
Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.
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Perincian biaya :

2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp600.000,00
4. PNBP Rp 70.000,00
5. Meterai Rp_10.000,00

Jumlah Rp 730.000,00
(tujuh ratus tiga puluh
ribu rupiah).
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